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Abstrak
 

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi hakim juga termasuk

kebebasan untuk membuat hukum dalam putusannya (juga dikenal sebagai hukum yang dibuat hakim atau

pembuatan hukum yudisial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran dari hakim dalam

pembuatan hukum yudisial semakin penting ketika hukum tidak jelas atau tidak lengkap. Peraturan

pertanggungjawaban pidana perusahaan memiliki hubungan yang erat ketika itu sampai pada pembuatan

hukum yudisial karena belum diatur dalam Pidana Indonesia Kode (KUHP). Penerimaan perusahaan sebagai

subjek kriminal dan karenanya dapat pertanggungjawaban pidana yang terjadi secara bertahap dan simultan

dalam tiga tahap dalam berbagai hukum di luar KUHP. Sehubungan dengan tindak pidana korporasi, para

hakim di Pengadilan Tinggi Kasus Suwir Laut (2012) dan Indar Atmanto (2014) menjatuhkan sanksi pidana

terhadap pihak yang tidak dikenakan biaya, yaitu Asian Agri Group dan PT. IM2, masing-masing. Itu

keputusan dua kasus kriminal perusahaan telah mencapai tingkat kasasi dan memiliki kekuatan hukum

permanen. Pada tahun 2017 dan 2018, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan a pernyataan bahwa dua

putusan, di mana perusahaan tidak dituntut tetapi dihukum, sebagai a bentuk pembuatan hukum yudisial.

Penelitian ini berfokus pada dua perusahaan sebelumnya kasus pidana ketika dikaitkan dengan wewenang

hakim untuk pembuatan hukum peradilan, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan di

Indonesia jika dibandingkan dengan Belanda dan Indonesia Inggris Raya, dan menganalisis pembuatan

hukum peradilan oleh hakim dalam setiap kasus. Ini Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode yuridis normatif, disertai dengan a pendekatan komparatif. Hasil penelitian pada

kedua kasus menunjukkan bahwa ketidakjelasan dan ketidaklengkapan undang-undang di Indonesia telah

mendorong hakim untuk membuat hukum dalam keputusan mereka ketika dihadapkan dengan kasus-kasus

kejahatan perusahaan. Namun, hakim yang dibuat hukum dalam kasus pidana memiliki batasan dalam

bentuk prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan pembatasan mayor-minor.

Pengenaan keputusan pidana terhadap perusahaan yang bahkan tidak didakwa adalah hasil tidak hanya dari

ketidakjelasan dan kekosongan hukum terkait dengan tindakan kriminal perusahaan, tetapi juga dari hakim

kurangnya pemahaman dalam tanggung jawab pidana perusahaan dan adanya batasan pada pembuatan

hukum yudisial itu sendiri. Hal ini menyebabkan para hakim akhirnya melampaui batas peradilan

pembuatan hukum. Pada akhirnya, vonis terhadap korporasi yang tidak dituntut bukan merupakan bagian

pembuatan hukum yudisial.

<hr>

Judges as executors of judicial power are independent as regulated in Article 24 paragraph (1) of the 1945

Constitution of the Republic of Indonesia. Independence of judges also includes freedom to make laws in

their decisions (also known as laws made by judges or judicial making) as referred to in Article 4 paragraph
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(1), Article 5 paragraph (1), and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial

Power. The role of judges in judicial lawmaking is increasingly important when the law is unclear or

incomplete. The company's criminal liability regulations have a close relationship when it comes to making

judicial law because it has not been regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP). The company

acceptance as a criminal subject and therefore criminal liability that occur gradually and simultaneously in

three stages in various laws outside the Criminal Code. In connection with corporate criminal acts, the

judges in the High Court of the Suwir Laut Case (2012) and Indar Atmanto (2014) imposed criminal

sanctions on parties who were not charged, namely the Asian Agri Group and PT. IM2, respectively. That

decision of two criminal cases the company has reached the level of cassation and has permanent legal

force. In 2017 and 2018, the Indonesian Supreme Court issued a statement that two decisions, in which the

company was not prosecuted but were convicted, were a form of judicial law making. This research focuses

on the two previous company criminal cases when linked to the judges authority to make judicial laws,

regulations regarding criminal liability of companies in Indonesia when compared to the Netherlands and

Indonesia Great Britain, and analyze judicial law making by judges in each case. This research is a

qualitative research using normative juridical methods, accompanied by a comparative approach. The results

of the research in both cases show that the unclear and incomplete laws in Indonesia have encouraged judges

to make law in their decisions when faced with corporate crime cases. However, the judge made the law in a

criminal case has limitations in the form of the principle of legality as regulated in Article 1 paragraph (1) of

the Criminal Code and major-minor restrictions. The imposition of a criminal decision against a company

which is not even charged is the result not only of obscurity and legal vacuum related to corporate criminal

acts, but also from judges' lack of understanding of corporate criminal liability and limitations on the

making of judicial law itself. This caused the judges to finally go beyond the judicial limits of lawmaking. In

the end, a verdict against a corporation that is not prosecuted is not part of judicial law making.


